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BAB IV 

KESIMPULAN AKHIR, REKOMENDASI, DAN IMPLIKASI 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti dari berbagai 

pembahasan dan pemaparan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk 

menjawab identifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tingkat kepatuhan influencer TikTok Kota Bandung terkait pemenuhan 

kewajiban membayar pajak penghasilan dibagi menjadi dua kategori. 

Kategori pertama yaitu jenis influencer TikTok Kota Bandung yang 

memiliki tingkat kepatuhan perpajakan khususnya pajak penghasilan yang 

tinggi adalah para influencer yang tergolong ke dalam macro influencer 

dengan rentang jumlah pengikut antara 100.000 hingga 1.000.000 followers. 

Hal ini dikarenakan macro influencer memiliki pengikut atau followers 

yang lebih banyak dibandingkan dengan micro influencer sehingga 

memiliki tarif dan rata-rata frekuensi endorsement per bulan yang lebih 

tinggi. Tarif satu video endorsement yang semakin tinggi dan rata-rata 

frekuensi endorsement per bulan yang semakin tinggi ini membuat 

penghasilan yang diterima atau diperoleh macro influencer semakin tinggi 

setiap bulannya. Oleh karena inilah para macro influencer cenderung telah 

memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi menghitung, menyetor, 

dan melapor sehingga dapat dikatakan sudah patuh secara formal dan juga 

material.
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Kategori kedua adalah jenis influencer TikTok Kota Bandung yang 

memiliki tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan 

yang rendah dan kategori kedua ini ditempati oleh para influencer yang 

tergolong ke dalam micro influencer (10.000 hingga 100.000 followers). 

2. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan micro influencer ini memiliki 

tingkat kepatuhan perpajakan yang rendah, yaitu: 

1) Faktor pengetahuan mengenai tata cara dan tarif pajak penghasilan 

Banyak dari micro influencer yang tidak mengetahui akan tata cara 

membayar dan melapor pajak penghasilan yang utamanya adalah 

mengenai tarif yang berlaku akibat penerapan self assessment system. 

Mengenai tarif, bukan hanya micro influencer melainkan mayoritas 

responden dalam penelitian ini tidak mengetahui akan tarif NPPN 

(Norma Penghitungan Penghasilan Neto) ataupun PP Nomor 23 Tahun 

2018 yang mungkin diakibatkan dari kurangnya sosialisasi dari 

pemerintah akan kedua tarif ini. 

2) Ketidaksadaran bahwa dirinya merupakan subjek pajak   

Meskipun mayoritas responden menyadari akan pentingnya membayar 

pajak kepada pemerintah, banyak micro influencer yang tidak merasa 

bahwa dirinya adalah subjek pajak  sehingga tidak memiliki kesadaran 

untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melakukan kewajiban 

sebagai seorang Wajib Pajak. Terdapat micro influencer yang merasa 

bebas pajak karena penghasilan yang diterima dari pekerjaan 

endorsement masih tergolong kecil dan merupakan pekerjaan 

sampingan bahkan terdapat micro influencer yang baru mengetahui 
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bahwa dirinya wajib membayar pajak atas pekerjaan endorsement yang 

diterimanya. Oleh karena hal inilah tingkat kepatuhan para micro 

influencer TikTok Kota Bandung dalam memenuhi kewajiban pajak 

penghasilannya dikatakan rendah karena tidak memenuhi indikator 

kepatuhan formal dan material. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada kecenderungan yang signifikan atas hasil tabulasi silang antara golongan usia 

serta jenis kelamin dengan seluruh indikator dalam kepatuhan formal dan 

kepatuhan material.  

 

4.2 Rekomendasi 

Setelah melakukan penelitian secara mendalam mengenai “Tingkat Kepatuhan 

Influencer TikTok Kota Bandung dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan”, 

maka terdapat beberapa rekomendasi yang peneliti berikan kepada pihak 

pemerintah sebagai pihak yang bertugas sebagai pengelolaan pajak: 

1. Pemerintah sebaiknya melakukan program sosialisasi mengenai siapa saja 

yang harus membayar pajak, tata cara pencatatan dan pembukuan, 

penghitungan, pembayaran pajak, dan pelaporan Surat Pemberitahuan 

(SPT) melalui e-filing, khususnya mengenai tarif yang berlaku untuk pajak 

penghasilan seperti NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) dan PP 

Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini dilakukan mengingat masih banyaknya 

influencer yang merasa dirinya bukan subjek pajak sehingga tidak memiliki 

kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan menjalankan 

kewajiban perpajakannya. Di sisi lain sosialisasi ini dilakukan karena masih 
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banyak influencer yang tidak tahu mengenai tata cara memenuhi kewajiban 

perpajakannya.  

Salah satu contoh bentuk sosialasi yang dapat pemerintah lakukan adalah 

dengan bekerja sama dengan para mega influencer terkenal yang telah 

memiliki banyak pengikut di aplikasi TikTok maupun aplikasi media sosial 

lainnya untuk membuat konten kampanye yang berisikan mengenai 

sosialisasi ini. Pemerintah dapat menunjuk seperti contoh 5 mega influencer 

dari berbagai kategori atau bidang yang berbeda untuk melaksanakan 

sosialisasi ini. Untuk menarik minat mega influencer agar mau bekerja sama 

dengan pemerintah, maka pemerintah dapat meminta bantuan kepada Bapak 

Presiden untuk meluangkan waktunya berbincang masalah pajak 

penghasilan ini dengan para mega influencer. Ketika mega influencer 

diberikan tawaran ini, secara tidak langsung akan menarik perhatiannya 

karena memiliki kesempatan yang luar biasa untuk berbincang dengan 

sosok nomor satu Indonesia dan berkontribusi bagi penerimaan pajak 

negara. Tidak perlu ada anggaran dana yang dikeluarkan untuk melakukan 

sosialisasi ini karena kegiatan sosialisasi ini diibaratkan sebagai tugas dari 

pemerintah yang wajib dilaksanakan secara sukarela. Terdapat dampak 

positif dari sosialisasi ini bagi para mega influencer, yakni mendapatkan 

apresiasi dari masyarakat dan meningkatkan citranya di mata para 

pengikutnya sehingga mereka akan secara sukarela untuk melaksanakan 

tugas sosialisasi ini.  

Langkah selanjutnya adalah pemerintah juga dapat bekerja sama dengan 

pihak aplikasi TikTok dan aplikasi media sosial lainnya untuk membantu 
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mendorong konten sosialisasi ini agar dapat viral sehingga akan semakin 

banyak influencer dan juga pengguna media sosial lainnya yang mengetahui 

mengenai pajak penghasilan atas influencer ini. Sosialisasi ini tentunya 

perlu dikemas dengan menarik dan menggunakan media digital seperti 

membuat kampanye, mengingat mayoritas influencer merupakan golongan 

usia generasi Z dan milenial yang melek teknologi. 

2. Bila perlu, pemerintah juga dapat melakukan pembaharuan mengenai 

pengaturan tentang subjek dan juga objek pajak penghasilan, seperti siapa 

dan apa saja yang dikategorikan sebagai wajib pajak dan objek yang 

dikenakan pajak. Hal ini bertujuan agar tidak ada alasan lagi bagi para 

influencer untuk tidak membayar pajak karena telah dijelaskan secara rinci 

dalam peraturan pajak penghasilan. 

 

4.3 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan serta rekomendasi yang telah 

diberikan di atas, maka berikut merupakan implikasi atas penelitian ini: 

1) Dengan adanya penelitian yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Influencer 

TikTok Kota Bandung dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan” ini, 

pemerintah dapat mengetahui bahwa masih cukup banyak rakyat yang 

adalah influencer yang tidak membayar pajak penghasilan. Pemerintah 

dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi atas sistem 

pengawasan perpajakan yang telah berlangsung selama ini dan membuat 

perubahan atau inovasi agar meminimalisir rakyat yang tidak membayar 

pajak. 
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2) Setelah dilakukan sosialisasi secara digital oleh pemerintah diharapkan para 

influencer TikTok Kota Bandung bahkan seluruh influencer yang ada di 

seluruh kota di Indonesia memiliki kesadaran dan pengetahuan akan 

pentingnya membayar pajak penghasilan. Jika hal ini terlaksana, maka 

pendapatan negara dapat bertambah dan pemerintah mampu 

mengalokasikan dana tersebut untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu menjaga 

kepercayaan rakyat dengan mempergunakan pendapatan pajak untuk hal-

hal yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran satu 

pihak. Dengan demikian, perlahan-lahan Indonesia dapat merangkak 

menuju negara maju. 
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